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Pelabuhan merupakan bagian dari mata rantai transportasi laut dan 

memiliki fungsi sebagai tempat pertemuan (interface) antar dua angkutan atau 

berbagai kepentingan yang saling terkait. Peraturan kelayakan yang dibuat 

oleh pemerintah tidak hanya untuk melindungi hak konsumen sebagai 

penikmat jasa pelabuhan, tetapi dibuat juga menjadi standar bagi otoritas 

pelabuhanagar dapat memberikan pelayanan yang optimal dalam 

keberlangsungannya 

 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan mengkaji 

pertanggungjawaban pemerintah sebagai penyelenggara pelabuhan di 

Indonesia dan mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum terhadap 

konsumen pengguna jasa transportasi air. Metode pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan perundang – 

undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual 

Approach) dan sifat penelitian dengan menggunakan deskriptif analisis.  

 

Hasil dari penelitian ini adalah terdapat tiga jenis pertanggungjawaban 

dalam penyelenggaraan pelabuhan antara lain pertanggungjawaban 

administratif, pertanggungjawaban perdata, dan pertanggungjawaban pidana. 

Perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa transportasi air di 

pelabuhan sebelum berlayar dibedakan menjadi dua, antara lain perlindungan 

hukum transportasi laut dan perlindungan asuransi. 
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ABSTRACT 

THE GOVERNMENT’S RESPONSIBILITY FOR THE OPERATION OF 

THE PORT IN ORDER TO PROTECT THE RIGHTS OF CONSUMER’S 

WATER TRANSPORT SERVICE 

 

Rico Michael Andreas 

(1487092) 

The port is part of the sea transportation chain and has function as a 

meeting place (interface) between two transportation or various interrelated 

interests. Feasibility regulations made by the government are not only to protect 

the rights of consumers as connoisseurs of port services, but are also made into a 

standard for the port authority to be able to provide optimal services its 

sustainability 

This study aims to determine and examine the accountability of the 

government as a port operator in Indonesia and to know and assess the legal 

protection of consumers who use water transportation services. The method of 

approach used in this research is to use a statutory approach and a conceptual 

approach and the nature of the study using descriptive analysis. 

The results of this study there are three types of accountability in the 

operation of ports, including administrative accountability, civil liability, and 

criminal liability. Legal protection for consumers who use water transportation 

services at ports before sailing can be divided into two, including legal protection 

for sea transportation and insurance protection. 
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